
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT  JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI  JALAN

SEMINAR 
GAIKINDO 
INDONESIA 

INTERNATIONAL 
AUTO SHOW



PENYELENGGARAAN LAYANAN UJI TIPE 
KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE 

MELIPUTI:
• Pendaftaran pengujian tipe kendaraan bermotor;
• Resume hasil pengujian tipe kendaraan bermotor;
• Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Kendaraan 

Bermotor;
• Pengesahan rancang bangun dan rekayasa 

Kendaraan Bermotor;
• Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR 
SECARA ONLINE (TERINTEGRASI)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
dat

hubdat.dephub.
go.id

hubdat1
51



KENDARAAN BERMOTOR
Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat 

digunakan sebagai media penyampaian peragaan, 
kuliah, ceramah, laporan, dan lainnya.

UJI TIPE 

VTA ONLINE
(HTTPS://VTA.DEPHUB.GO.ID/)

SKRB ONLINE
(HTTPS://SKRB.DEPHUB.GO.ID/)

SRUT ONLINE
(HTTP://

UJITIPERB.DEPHUB.GO.ID/)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
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DIRJEN HUBDATDitjen Perhubungan Darat ditjen_hub
dat

hubdat.dephub.
go.id

hubdat1
51



KEMENHUB
- SUT

- SRUT

BEA CUKAI
FORM A

Kendaraan Bermotor yang 
diimpor

(Importir Umum & APM)

KENDARAAN IMPOR / PRODUKSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT

Kendaraan Bermotor yang 
diproduksi/dirakit

(APM)

 KEMENPERIN
-TPT Uji Tipe

-TPT Impor (diimpor)
- NIK (diproduksi/dirakit)

POLRI
Regident KB



SKRB
(Dit. Sarana TJ)

Kendaraan
(Karoseri KB)

BAP
(BPTD)

SRUT
(Dit. Sarana TJ)

BPKB & STNK
(Korlantas POLRI)

KARTU UJI
(Dit. Sarana TJ)

ALUR PROSES KENDARAAN BERMOTOR SAMPAI LAIK JALAN 
DARI RANCANG BANGUN (PERUSAHAAN KAROSERI)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT



GARIS BESAR PROSES SRUT APM/IU
KENDARAAN BERMOTOR FISIK LENGKAP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT

GARIS BESAR PROSES 
SRUT APM/IU
KENDARAAN 

BERMOTOR FISIK 
LENGKAP

SUT UJI FISIK KB LENGKAP SRUT

SUT

STNK KARTU UJI/BUKU UJI

SPESIFIKASI TEKNIS DAN UNJUK KERJA YANG SAMA

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
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PELAYANANSUT/SRUT

PELAYANANSUT/SRUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT
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SISTEM VTA 
ONLINE

BPLJSKB
BEKASI

APM/IU

DATABASE
SIMPONI

PUSTIKOM
KEMENHUB

DATABASE VTA

DIT SARANA
TRANSPORTASI JALAN

POLRI
KEMENPERIN
KEMENKEU

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT



Surat Kepada Korlantas & 
Dishub kab./kota terkait 

penggunaan Elektronik SRUT

Berbentuk Blangko
Elektronik SRUT 

diaplikasikan untuk kendaraan 
lengkap produksi APM/importir 

umum berdasarkan SUT 
kendaraan lengkap

Catatan : 
SRUT berbentuk Blangko masih digunakan untuk kendaraan yang diproduksi berdasarkan SK Rancang Bangun / Perusahaan karoseri 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SRUTKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
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IMPLEMENTASI DAN 
PENGEMBANGAN

E-SRUT KENDARAAN 
BERMOTOR

TIDAK MENGGUNAKAN 
BLANKO / PAPERLESS

BISPRO TETAP DAN 
PELAYANAN LEBIH CEPAT

EFISIENSI BIAYA 
GUDANG DAN 

DISTRIBUSI

JUMLAH SRUT RODA DUA YANG 
SANGAT BESAR DI SUSUL RODA EMPAT 

LEBIH

KEAMANAN 
DENGAN QRCODE / 

CA

DAPAT INTEGRASI 
DENGAN KORLANTAS

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT
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SKRB ONLINE (HTTPS://SKRB.DEPHUB.GO.ID/)
Merupakan sistem yang menangani pengajuan permohonan surat keputusan rancang 

bangun kendaraan bermotor yang diajukan oleh perusahaan karoseri (SEJAK OKTOBER 2020)

#
PELA YAN

AN
SKRB O

N
LIN

E
#

PE
LA

YA
N

AN
SK

RB
O

N
LI

N
E

APLIKASI PELAYANAN SUBDIREKTORAT UJI TIPE KENDARAAN 
BERMOTOR



2019
Seluruh permohonan SKRB 
diajukan secara manual, 
pemohon harus datang untuk 
menyerahkan dokumen 
permohonan 2020

Sejak tanggal 30 September 
2020, pemohon dapat melakukan 
permohonan skrb jenis revisi dan 
varian melalui sistem SKRB 
Online.

CAPAIAN 
PERTAHAPAN 
SKRB ONLINE2019

2020

2021

2021
Sejak tanggal 30 September 
2020, pemohon dapat melakukan 
permohonan skrb jenis revisi dan 
varian melalui sistem SKRB 
Online.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT



Tanda Terima Permohonan

Lembar Kerja Permohonan SKRB
Output SKRB Manual

PERMOHONAN SKRB MANUALKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT
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Pengajuan Permohonan SKRB

Monitoring Progress 
Permohonan

Output SKRB Online

PERMOHONAN SKRB ONLINEKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
dat

hubdat.dephub.
go.id

hubdat1
51



SRUT RB (http://ujitiperb.dephub.go.id/
Penerbitan Sertifkasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor (SRUT) Produksi KaroseriDiajukan Secara 

Online (SEJAK JULI 2018)

#
PELA YAN

A N
SRU TTB

#
PE

LA
YA

NA
NS

RU
TT

B

APLIKASI PELAYANAN SUBDIREKTORAT UJI TIPE KENDARAAN 
BERMOTOR



Permohonan AKUN
Perusahaan Wajib 

Mendaftarkan 
Perusahaannya

Pada Sistem Srut Untuk 
Mendapatkan Akun.

Pengajuan Dokumen
Perusahaan Harus 

Mengajukan Dokumen 
Legalitas Perusahaan. Melaporkan SKRB

Mendaftarkan SKRB Yang 
Dimiliki Ke BPTD Sesuai 

Domisili Perusahaan.
Mengajukan Permohonan

Jika Ketiga Proses Diatas 
Telah Dilakukan Maka 

Perusahaan Sudah Bisa 
Mengajukan Permohonan 

SRUT/Rubah Bentuk.

TAHAPAN 
PENGGUNAAN 
SISTEM SRUT

HTTP://
UJITIPERB.DEPHUB.GO.ID

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT
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CEK KEABSAHAAN 
SRUTPRODUKSI KAROSERI

SCAN QR CODE
menggunakan Aplikasi yang 

ada di ANDROID atau IOS

NO SRUT
Masukan Nomor SRUT di 

Website
http://ujitiperb.dephub.go.id

CALL CENTER UJI 
TIPE

Konfirmasi ke Nomor WA 
081389855451

(Call center uji tipe)

CATATAN : UNTUK PENGECEKAN MENGGUNAKAN SCAN QR CODE SETELAH DI SCAN 
PASTIKAN DOMAIN UJITIPERB.DEPHUB.GO.ID

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT



NORMALISASI
KENDARAAN
BERMOTOR



Kendaraan yang tidak 
memiliki Buku Uji/KIR

Kendaraan yang memiliki 
Buku Uji/KIR

KENDARAAN YANG 
AKAN DILAKUKAN 
NORMALISASI

JENIS NORMALISASI

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
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go.id
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ALUR PROSES PENERBITAN SRUT SETELAH 
KENDARAAN NORMALISASI 

NORMALISASI KENDARAAN ODOL

LULUS

TIDAK LULUS

Pemohon :
Pemilik kendaraan www.ujitiperb.dephub.go.id Pemeriksaan Fisik   Oleh 

BPTD Setempat

BAP
 Pemeriksaan Fisik

Direktorat Sarana 
Transportasi Jalan

Penerbitan SRUT

Kendaraan yang dimensinya belum sesuai ketentuan akan diberikan waktu 
perbaikan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja

Kantor BPTD

Penerbitan BILLING SRUT

http://ujitiperb.dephub.go.id/
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ALUR PROSES NORMALIASI JIKA MEMILIKI BUKU UJI SAH

NORMALISASI KENDARAAN ODOL

Pemohon :  
Pemilik kendaraan UPUBKB

Pemeriksaan Fisik Oleh  
UPUBKB Setempat

UPUBKB Membuat 
surat perintah 

pemotongan yang 
sesuai dengan 

perundangan yang 
berlaku di perusahaan 
karoseri yang terdaftar 

dengan batas waktu 
uji berkala selanjutnya

Pemohon melakukan proses 
pemotongan di perusahaan 

karoseri yang terdaftar

UPUBKB memeriksa kendaraan 
yang telah diptong pada pengujian 

berkala selanjutnya dengan 
memeriksa dokumen surat perintah 
pemotongan dan surat pernyataan 
dari perusahaan karoseri terdaftar 

yang telah memotong

Pemohon :
Pemohon dapat beroperasi 

jika telah memenuhi 
persyaratan teknis dan laik 

jalan

Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Antara Buku Uji dengan fisik kendaraan bermotor 
yang Over Dimensi



BENTUK DAN UKURAN STIKER NORMALISASI

6,8 cm
Nomor Reg :
Nama Pemilik :
Merek/Tipe :
Jenis kendaraan :
TNKB :
No. Uji :

Batas 
Waktu Normalisasi

dd/mm/yyyy

11,2 cm

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
dat

hubdat.dephub.
go.id

hubdat1
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APLIKASI NORMALISASI

ALAMAT WEBSITE :
http://normalisasi.ditsarana.co.id

Sistem informasi untuk melakukan 
pendataan kendaraan yang akan 
maupun yang telah dilakuka nor-

malisasi

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
dat

hubdat.dephub.
go.id

hubdat1
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CONTOH TAMPILAN AKUN NORMALISASI
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CONTOH TAMPILAN AKUN NORMALISASI
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CONTOH SURAT PEMOTONGAN KENDARAAN
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Pemanfaatan Lahan untuk 
Proyek  Proving Ground 
Bekasi

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
dat

hubdat.dephub.
go.id

hubdat1
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Dynamic
s  
Area(R79
)

Crash 
Test  
(R94, 
95)

Noise 
Track  
(R51, 
R41) High 

Speed  
Oval 
Track  
(R39, 
R79,
coastdown
) Gerban

g  
BPLJSKB

Skid 
pad  
(R79)

Straight track 
 (R79 ADAS, 
R39)

Elevated 
Track  
(R13, R13H

Dry/ Wet 
Track  (R13, 
R13H)

Gedung Pelayanan Terpusat dan 
Terpadu  Pengujian Kendaraan 
Bermotor

Daerah  
Serapan 
Air

Daerah 
 
Serapa
n  Air

Pengembangan Fasilitas Proving Ground

Tol Cimanggis-
Cibitung



Proyek KPBU Proving Ground BPLJSKB 
Bekasi

Kementerian 
Perhubun

gan Republik 
Indonesia |

4

1. Memiliki fasilitas 
laboratorium  pengujian 
kendaraan bermotor  
dengan standar 
internasional;

2. Meningkatkan minat 
investasi  asing untuk 
membangun industri

otomotifnya;

3. Meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan  pendapatan negara serta 
peningkatan ekspor

otomotif melalui pelabuhan terdekat 
yang

ada
;

4. Meningkatkan kesempatan 
perolehan  lapangan pekerjaan di 
sektor formal daninform

al

5. Proving ground yang akan dibangun 
sudah  mengakomodir perkembangan 
teknologi

otomotif yang akan datang (kendaraan 
listrik,

autonomus, dll)

Manfaat yang Akan 
Diperoleh



UNR Lingkup Proving 
Ground Bekasi

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia |
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Bekasi

No. UNR Deskripsi Seri Lokasi Pengujian
Lingkup ASEAN MRA Tahap 1

1 R13 Braking System 11 series Outdoor
2 R13H Braking System 00 series Outdoor
3 R17 Seats 08 series Indoor
4 R28 Audible Warning Device 00 series Outdoor
5 R39 Speedometer 01 series Outdoor
6 R41 Noise Emission L category 03 series Outdoor
7 R46 Rear View Mirror 04 series Indoor
8 R51 Noise emission 02 series Outdoor
9 R79 Steering Equipment 03 series Outdoor
10 R14 Seat Belt Anchorage 09 series Indoor

Lingkup Tambahan
11 R94, R95 Crash Test 03 series dan 03 series Indoor
12 R140 Electronic Stability Control (ESC) 00 series Outdoor
13 R100 Electric Power Trained Vehicle 02 series Indoor
14 R101 CO2 Emission / Fuel Consumption 01 series Outdoor dan Indoor
15 R136 Electric Vehicle of Category L 00 series Indoor
16 R138 Quiet Road Transport Vehicle (QRTV) 01 series Outdoor



History Penyiapan 
Proyek PGB

Des Jan Feb Mar
Apr

Mei Jun Jul

2020 2021

14 Des

29 Des

31 Des

2 Feb

9 Feb 11 
Mei

Covid-19 memberikan 
dampak  terhadap APBN 
dan Proyek,  sehingga 
diperlukan untuk VE  
(Value Engineering)

FBC
(Kajian 
Akhir  Pra 
Studi  
Kelayakan)  
Disetujui 
oleh  PJPK Konfirma

si  Minat  
Pasar

Diskusi pertama  
terkait Pros dan 
Cons  terkait 
batasan  
kepemilikan asing  
(67% atau 49%)

Terbit 
Peraturan  
Presiden  
No.10/2021
tentang 
Bidang  
Usaha  
Penanaman  
Modal

Diskusi 
 terkait 
 
skenari
o  
CAPEX

Diskusi kedua 
 terkait Pros 
dan  Cons 
terkait  
batasan  
kepemilikan  
asing
(49% atau 
tidak  ada 
batasan)

Penentua
n  opsi  
scenario  
CAPEX.

Juni

Sesuai hasil  
VE, ruang  

lingkup 
Proyek  
hanya  

mencakup 
16  UNR.
(i.e., R13, 

R13H,  R17, 
R28, R39,  

R41, R46, R51, 
 R79, R14, 
R94,  R95, 
R100-101,  

R136, R138)

Minggu
ke-4 
 
Jun
iPenyusunan  

tahap akhir  
perubahan  
FBC dan  
Dokumen  
Lelang untuk 
 
menyesuaik
an  hasil VE.

Awa
l
Juli

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia |
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Bekasi

Konfirma
si  Minat  
Pasar  
kedua

Posisi saat ini  
Sudah 
dilakukan  
Rencana



Estimasi Timeline Proyek
Keterangan:
• Jangka Waktu Penyerahan Dok. Kualifikasi -> 5 minggu (W3 Jul s.d. W3 Agu 21)
• Jangka Waktu Penyerahan Dok. Penawaran T-1 -> 7 minggu (W2 Sep s.d. W4 Okt 21)
• Jangka Waktu Penyerahan Dok. Penawaran T-2 -> 2 minggu (W4 Nov s.d. W1 Des 21)

Mar’2
1

Apr’2
1

Mei’2
1

Jan-
Mei’22 Jun’22

W4 Jun

W3 Jul

W2 Sep

W1 – W3 Nov

W4 Nov

W1 - W2 Jul

W4 
Agu

Jun’21 Jul’21 Agu’21 Sep’21 Okt’21 Nov’21
Des’21

W1 Mar – W2 Jun
Pemutakhiran FBC (Value Engineering)

Proses Review FBC oleh PDPPI dan PJPK
Konfirmasi Final AP (Proses Ulang)

Pengumuman PQ

Periode Submit Dokumen Kualifkasi
Evaluasi & Pengumuman Hasil Kualifikasi
Pengumuman RfP Tahap 1

Periode Submit Dokumen Proposal - 1
Evaluasi & Pengumuman Hasil Lelang Tahap 1
Dialog Optimalisasi
Pengumuman RfP Tahap 2
Periode Submit Dokumen Proposal - 2
Evaluasi & Pengumuman Hasil Lelang Tahap 2
Penandatanganan PKS

Financial Closing (6 bulan)
Tambahan waktu untuk memastikan  
kompa tibilitas R101 

denganR83 eksisting dan pemilihan asumsi keuangan yang 
dipakai

Jadwal Pengadaan 
belum  

mempertimbangkan  
masukan Calon 
Peserta  Lelang

W3 – W4 Jun

Posisi Saat 
Ini

W3 Jul – W3 Agu

W2 Sep – W4 Okt 

 W1 Nov

W4 Nov – W1 Des

W2 Des

W4 Des

Jangka Waktu 
PDF

VE 
membutuhkan  
waktu 7 
minggu:
• 5 minggu 

untuk revisi
CAPEX dan 
FBC

• 2 minggu 
untuk  
persetujuan 
FBC

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia  |
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SKEMA BUKU LULUS UJI 
ELEKTRONIK

KARTU PINTAR

STIKER 
HOLOGRAM

SERTIFIKA
T

BUKTI LULUS UJI 
ELEKTRONIK

BUKTI LULUS UJI 
ELEKTRONIK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
dat

hubdat.dephub.
go.id

hubdat1
51



BUKTI LULUS UJI 
NON-ELEKTRONIK

BUKTI UJI LULUS KENDARAAN 
BERMOTOR

Evolusi Sistem

KARTU TEMPEL 
SAMPING

PLAT UJIBUKU UJI

BUKTI LULUS UJI 
ELEKTRONIK

SMART CARD

STIKERHOLOGRA
M

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT
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BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK (BLU-E)
Rencana Pengembangan Sistem

BLU-E
VERSION 1

BLU-E
VERSION 2

SMART CARD (OFFLINE)
DATA KENDARAAN TERSIMPAN DI  
DALAM KARTU DAN DAPAT 
DIAKSES  SECARA OFFLNE 
DENGAN NFC

STIKER HOLOGRAM

QRCERTIFICATE

SMARTCARD(ONLINE)
DATA KENDARAAN TIDAK TERSIMPAN 
DALAM KARTU  MELAINKAN DIDATA 
CENTER DAN HARUS DIAKSES  
SECARA ONLINE. KARTU HANYA 
SEBAGAI TANDA  
IDENTITASKENDARAAN.

QRCERTIFICATE

RFID TAG

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



PENGEMBANGAN BLU-E VERSI 2
Tujuan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT

SINKRONISASI DATA ANTARA PUSAT DAN 
DAERAH

• DARI 473 UPPKB SE-INDONESIA, HANYA297 UPPKB YANG SUDAHTERAKREDITASI.
• SetiapUPPKB memiliki sistem yangberbedasatu denganyanglaindan belumterintegrasi.

MENGURANGI POTENSI HUMAN 
ERROR

PROSES PENGUJIAN DAN PENGECEKAN KENDARAAN DENGAN KUANTITAS YANG 
TINGGI PER HARINYA  BERPOTENSI MENYEBABKAN INAKURASI JIKA DILAKUKAN 
SECARA MANUAL.

MENCEGAH POLITISASI OLEH OKNUM 
OPERATOR

75% PELANGGARAN OLEH OPERATOR DAPAT DICEGAH DAN DIKURANGI 
DENGAN PENGGUNAAN RFID DAN pengintegrasian data.

TUJUAN UMUM DITJEN HUBDAT



Peningkatan Smartcard menjadi berbasis java dan bersifat 
pembacaan data online dan di hubungkan ke server data uji 
kendaraan menggunakan pembacaan sistem RFID. RFID 
reader di tempatkan di Jembatan Timbang, Jalan Toll, dan 
Terminal

INTEGRASI 
DATA
BUKTI LULUS UJI ELEKTRONIK
DATA BLU E DAPAT DI  AKS ES  DEN GAN  :

SCAN QR CODE
PADA 

SERTIFIKAT
NFC 

READER
SCAN QR 

CODE
PADA STIKER

RENCANA PENGEMBANGAN 
:

PROVINSI SUDAH MENERAPKAN BUKTI LULUS UJI 
ELEKTRONIK

30

SISTEM 
TERPUSAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



OLEH APM ATAU SWASTA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar 

Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko sektor Transportasi, Perizinan penyelenggaraan uji 
berkala oleh APM atau Swasta di atur di dalamnya. Perlu dilakukan 

Koordinasi lebih lanjut untuk pelaksanaan menggunakan Online Single 
Submission (OSS)

PENYELENGGARAAN 
UJI BERKALA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN 
DARAT

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
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APA LANGKAH PEMERINTAH 
UNTUK MEMINIMALISIR 

KECELAKAAN ANGKUTAN UMUM

PERMENHUB N0. 85 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ditjen Perhubungan Darat ditjen_hub
dat
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KONSEP
SMK

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

SMK adalah Tata Kelola keselamatan dari 
manajemen perusahaan yang dilakukan 
oleh perusahaan angkutan umum secara 
komprehensif dan terkoordinasi dalam 
rangka mewujudkan keselamatan dan 
mengelola risiko kecelakaan 

Implemetasi SMK ditujukan menurunkan 
fatalitas korban kecelakaan yang 
melibatkan Bus angkutan umum à Target 
RUNK 2011-2035 (Pilar 1)

Keselamatan adalah Investasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
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Memastikan terimplementasinya 
manajemen keselamatan baik di area 

kantor 
     maupun di jalan/sepanjang urute 

angkutan yang dilayani;

Mencegah terjadinya kecelakaan, 
sehingga terhindar dari kerugian 

yang lebih besar;

Meningkatkan Citra Perusahaan sebagai 
perusahaan angkutan modern dan 

peduli pada isu keselamatan;
Sebagai bentuk tanggung jawab 

terhadap keselamatan pengguna jasa 
angkutan jalan.

MANFAAT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN BAGI 
OPERATOR
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PERDIRJEN 
Nomor: KP.1990/AJ.503/DRJD/2019

Tentang Tata Cara Penilaian SMK - PAU
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SERTIFIKAT KELULUSAN 
SMK PAU
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SURAT EDARAN 
KEWAJIBAN 

Menyusun Dokumen 

Sistem Manajemen Keselamatan
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SURAT EDARAN 
KEWAJIBAN 

Menyusun Dokumen 
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PERLENGKAPAN KESELAMATAN 
KENDARAAN BERMOTOR 
SELAIN SEPEDA MOTOR
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DIREKTUR JENDERAL 
PERHUBUNGAN DARAT TELAH 
MENGIRIMKAN SURAT KEPADA 
KEPALA BADAN STANDARISASI 
NASIONAL (BSN) PERIHAL 
PERMOHONAN PENERBITAN 
SNI UNTUK APAR KENDARAAN 
BERMOTOR
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• SABUK KESELAMATAN
• BAN CADANGAN

• SEGITIGA PENGAMAN

• DONGKRAK

• PEMBUKA RODA

• HELM DAN ROMPI PEMANTUL CAHAYA BAGI PENGEMUDI 

KENDARAAN  BERMOTOR RODA EMPAT  ATAU LEBIH 

YANG TIDAK MEMILIKI RUMAH-RUMAH

• PERALATAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA 

KECELAKAAN (P3K)

• ALAT PEMANTUL CAHAYA TAMBAHAN

• FASILITAS TANGGAP DARURAT

• PERISAI KOLONG BELAKANG

• PERISAI KOLONG SAMPING

PERLENGKAPAN 
KESELAMATAN 
KENDARAAN 
BERMOTOR SELAIN 
SEPEDA MOTOR :
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• BAN CADANGAN
• SEGITIGA PENGAMAN

• DONGKRAK 

• ALAT PEMBUKA RODA

• ALAT PEMADAM API RINGAN

• ALAT PEMECAH KACA

• GANJAL BAN

• ALAT PEMANTUL CAHAYA TAMBAHAN

PERLENGKAPAN 
KESELAMATAN PADA 
KENDARAAN 
BERMOTOR YANG 
TELAH MASUK PADA 
PERUBAHAN KEDUA
PM 33 TAHUN 2018
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AKSI KESELAMATAN 
JALAN
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HAL-HAL YANG 
DIATUR

PERATURAN 
MENTERI NO. PM 
59 TAHUN 2020 

KESELAMATAN 
PESEPEDA DI JALAN

Tujuan Pengaturan: untuk mewujudkan 
tertib berlalu l intas dan menjamin 
keselamatan penggunaan sepeda di jalan
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PERSYARATAN TEKNIS 
SEPEDA

TATA CARA 
BERSEPEDA

FASILITAS 
PENDUKUNG SEPEDA
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KETENTUAN-
KETENTUAN 
LAIN

J ika tidak terdapat lajur khusus sepeda dapat 
dioperasikan di trotoar dengan memperhatikan 
keselamatan pejalan kaki, dan/atau di jalan 
dengan menggunakan bagian sisi jalan paling kiri .
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Fasil itas parkir wajib disediakan pada setiap 
penyelenggara fasi l itas umum, antara lain simpul 
transportasi,  gedung perkantoran, pusat 
perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah.

Penetapan Lajur khusus Sepeda oleh Menteri,  
Gubernur, dan bupati/wali kota, sesuai dengan 
kewenangannya.

Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan 
penggunaan sepeda di daerahnya sesuai dengan 
karakteristik dan kebutuhan daerahnya.



TERIMAKASIH
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


